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Abstrak
 

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk ke berbagai sektor kehidupan. Keadaan tersebut membuat

Indonesia masih jauh dari kata ldquo;bersih dari korupsi rdquo; menurut penelitian yang dilakukan oleh

Transperancy International Indonesia. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh orang maupun korporasi,

tak terkecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT . PPAT bernama DS telah diputus bersalah melakukan

tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi UU PTPK melalui Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 156/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Smg.

DS tidak menyetorkan uang pajak yang dititipkan kepadanya oleh para pihak dalam transaksi jual beli. Guna

menutupi tindakannya tersebut, DS memalsukan bukti setor pajak dan melampirkannya ke Kantor

Pertanahan. Pengadilan Negeri Semarang menyatakan tindakan DS ialah menyalahgunakan kewenangan

yang ia miliki. Dalam praktik, belum banyak PPAT yang dijerat dengan tindak pidana korupsi. Hal ini

menjadi warna baru bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi serta PPAT dalam menjalankan tugas dan

kewenangannya. Tesis ini ditulis dengan menggunakan data sekunder guna menganalisis putusan tersebut

dan mendeskripsikan akibat hukumnya sehingga menghasilkan penelitian preskriptif-analitis. Bagaimana

seorang PPAT yang tidak menyetorkan uang pajak dapat dinyatakan telah menyalahgunakan kewenangan

berdasarkan UU PTPK dan akibat hukumnya terhadap jabatannya tersebut akan dibahas pada tesis ini.

<hr><i>Corruption in Indonesia has entered in various sectors. This situation makes Indonesia still far from

ldquo clean of corruption rdquo based on Transperancy International Indonesia research. Corruption can be

commited by individuals or corporation, with no exception an Official Land Deed Maker PPAT . Official

Land Deed Maker, named DS has been decided that she against article 3 of The Law on Eradication of

Corruption based on Semarang District Court's decision number 156 Pid.Sus Tpk 2015 PN.Smg. DS did not

pay the tax that was delegated to her by the parties in land trade transaction. DS falsified the tax verification

to cover up her action and attached it to Land Office. Semarang District Court declared that DS was

misusing her authority. In fact, there are not many Official Land Deed Maker who involved in corruption

offences. This is a new thing for corruption offences enforcement and Official Land Deed Maker in carrying

out their duties and authorithies. This master's thesis uses secondary data to analyze Semarang District

Court's decision and describes its legal consequences, therefore it delivers prescriptive analytic research. On

the process of how a declaration of Official Land Deed Maker was misusing their authorities based on the

Law on Eradication of Corruption and its legal consequences to their position will be discussed in this

master's thesis. </i>
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